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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Perjanjian Pra nikah dilakukan seacara tertulis atas persetujuan kedua 

belah pihak. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berarti para 

pihak telah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan tidak boleh 

melanggar perjanjian tersebut (Pasal 1313 BW). Para pihak harus 

menaaati perjanjian ini sebagaimana diatur dalam BW. Sebagai sebuah 

perjanjian maka bila salah satu pihak melakukan pelanggaran (ingkar 

janji) dapat dilakukan gugatan baik gugatan cerai atau ganti rugi. 

2. Akibat hukum terhadap harta perkawinan dari perjanjian pra nikah, yaitu 

perjanjian mengikat pihak suami dan pihak istri, perjanjian mengikat pihak 

ketiga yang berkepentingan, dan perjanjian hanya dapat diubah dengan 

persetujuan kedua pihak suami dan istri, dan tidak merugikan 

kepentingan pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatat 

perkawinan. Perjanjian perkawinan yang memenuhi syarat-syarat tentang 

sahnya perjanjian-perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan 

syarat-syarat khusus menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974, (telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan) harus 

dipandang berlaku sesuai dengan undang-undang bagi pihak yang 

berjanji. 

B. Saran 

1. Terkhusus kepada Pemerintah untuk membuat aturan yang mengatur 

secara khusus tentang perjanjian perkawinan sehingga dapat digunakan 

secara nasional di Indonesia. Terkhusus kepada calon suami istri 

sebelum melakukan perjanjian perkawinan harus memahami hakikat 

keberadaan perjanjian perkawinan tersebut. 

2. Calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan pernikahan dan 

menginginkan dibuatnya perjanjian perkawinan sebaiknya pasangan 

tersebut mengetahui dengan rinci segala hal yang berkaitan dengan 

perjanjian perkawinan mulai dari bentuk, syarat serta akibat hukum yang 

timbul dengan adanya perjanjian perkawinan tersebut.  

 


